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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang

sangat penting dalam hukum kontrak, asas ini bersifat

universal dan dianut oleh hukum perjanjian di semua

negara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini,

para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untuk

mengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction)

dan pilihan hukum (choice of law). Dalam praktik

pengadilan di Indonesia, seringkali dijumpai adanya

kerancuan dan adanya ketidak konsistenan sikap pengadilan

terhadap adanya pilihan yurisdiksi ini. Pengadilan

seringkali bersikap tetap memeriksa dan mengadili suatu

perkara, padahal berdasarkan kontrak yang ada telah

disebutkan pilihan yurisdiksi yang memilih lembaga lain

selain pengadilan tersebut. Perkara di bidang perjanjian,

untuk menilai suatu perjanjian sah atau tidak, dibatalkan

atau tidak, hakim dapat menilainya dari asas yang berlaku

dalam suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik,

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden), dan

pelanggaran terhadap hukum publik sebagai alasan

pembatalan suatu kontrak. Perkembangan putusan Mahkamah

Agung di bidang kontrak-kontrak internasional, telah

memberikan sumbangan dalam pembangunan hukum kontrak

nasional. Kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah

dibatalkannya putusan arbitrase Jenewa dalam perkara

kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi

antara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas

Company L.L.C. dan PT. Perusahaan Listrik Negara

(Persero) . Putusan ini telah menimbulkan pro dan kontra

karena dianggap sebagai bentuk campur tangan negara dalam

kebebasan berkontrak. Tetapi pada tingkat banding,

Mahkamah Agung telah membatalkan putusan tersebut dan

memutuskan bahwa putusan Arbitrase Jenewa harus tetap

dilaksanakan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak
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kembali mendapat tempat untuk dihormati keberdaannya di

Indonesia.


